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ABSTRACT 
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam 
di Indonesia melalui tiga tahapan utama, yaitu formulasi, 
implementasi, dan evaluasi. Menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode deskriptif analitis, data dikumpulkan dari dokumen 
kebijakan, laporan evaluasi, serta hasil penelitian relevan. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan masih bersifat 
top-down dan kurang partisipatif, implementasi menghadapi 
tantangan ketimpangan sumber daya dan koordinasi antar lembaga, 
sementara evaluasi cenderung administratif dan kurang menyentuh 
dimensi kualitatif. Diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih 
partisipatif, kontekstual, dan reflektif untuk mewujudkan pendidikan 
Islam yang relevan, inklusif, dan transformatif. 
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PENDAHULUAN  

Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral 
penduduk Indonesia yang mayoritas Islam, berfungsi sebagai landasan bagi pembangunan 
nasional. Ini mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual, menumbuhkan kedewasaan 
pribadi yang ditandai dengan kemandirian, stabilitas, dan tanggung jawab, yang penting untuk 
harmoni masyarakat (Saekan, 2017). Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam secara 
signifikan mempengaruhi nilai-nilai moral dan perkembangan karakter di kalangan siswa, 
selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, meskipun ada variasi regional dalam dampaknya (Idris 
et al., 2023). Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam identitas nasional, sebagaimana 
ditetapkan oleh konteks sejarah dan kebijakan pendidikan Indonesia, menggarisbawahi 
pentingnya dalam mempromosikan pendidikan karakter dan kesatuan nasional (Bertuah, 2023). 

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, 
terutama sejak era reformasi, yang telah menyebabkan peningkatan pengakuan formal 
terhadap institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Pengakuan ini 
digarisbawahi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003, yang mengakui 
pendidikan Islam sebagai komponen vital dari kerangka pendidikan nasional (Hayi & Alwi, 
2023)(Hayi & Alwi, 2023). Meskipun peningkatan kuantitas dan partisipasi masyarakat dalam 
pendidikan Islam, kualitas pendidikan tetap tidak konsisten, terutama dalam perumusan 
kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Aflizah et al., 2025; Ritonga & Dede Rosyada, 2024). 
Pergeseran historis dari kebijakan terpusat ke desentralisasi telah memfasilitasi pengakuan ini, 
namun tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan antara pendidikan Islam dan umum, dan 
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kebutuhan untuk peningkatan kualitas yang komprehensif dalam standar Pendidikan (Handoko, 
2022; Khosiin et al., 2024). Dengan demikian, sementara perubahan struktural penting, kualitas 
substantif pendidikan Islam masih membutuhkan peningkatan yang signifikan untuk memenuhi 
tuntutan pendidikan kontemporer. 

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Islam adalah pada tahap 
formulasi. Perumusan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang 
signifikan karena kurangnya keterlibatan para pemangku kepentingan utama, termasuk 
akademisi, praktisi, dan masyarakat, yang mengakibatkan kebijakan yang seringkali tidak 
selaras dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Pengembangan kebijakan yang efektif 
harus mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan Islam yang lazim dalam masyarakat 
Indonesia, seperti yang disorot oleh Kurniawati dan Sukari, yang menekankan perlunya 
kolaborasi antara berbagai entitas untuk menciptakan kerangka pendidikan yang inklusif 
(Kurniawati & Sukari, 2024). Asy'arie dkk. menekankan pentingnya mengadaptasi kebijakan 
untuk memenuhi tuntutan pembelajaran abad ke-21 sambil mempertahankan prinsip-prinsip 
Islam, menganjurkan reformasi yang meningkatkan kualitas guru dan menggabungkan teknologi 
(Fandi Asy’arie et al., 2024). Lebih lanjut, Margareta dkk. menunjukkan bahwa meskipun 
pengakuan hukum, pendidikan Islam tetap kurang dihargai, memerlukan metodologi inovatif 
untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berkembang (Margareta et al., 2024). Secara 
keseluruhan, pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan beragam perspektif dan 
konteks lokal sangat penting untuk mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang relevan 
dan efektif di Indonesia (Kosim et al., 2023; Putra, 2023). 

Selain itu, Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi 
hambatan signifikan yang menghambat efektivitasnya, meskipun dirumuskan dengan baik di 
atas kertas. Tantangan utama termasuk koordinasi yang lemah di antara lembaga pendidikan, 
kendala anggaran, dan kesenjangan sumber daya manusia, yang berkontribusi pada perbedaan 
nyata dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Abdulloh Kamal & 
Qomarudin, 2024; Mawardi et al., 2024; Shihbuddin et al., 2024). Selain itu, infrastruktur yang 
tidak memadai dan pemahaman guru yang terbatas semakin memperburuk masalah ini, yang 
mengarah pada penolakan terhadap perubahan dan hasil pendidikan yang kurang optimal 
(Romdomiyah, 2023; Shihbuddin et al., 2024). Kurangnya keterlibatan masyarakat dan 
dukungan pemerintah yang tidak memadai juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan 
kebijakan ini yang tidak efektif (Abdulloh Kamal & Qomarudin, 2024; Dewanti et al., 2022). 
Mengatasi tantangan yang beragam ini membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup 
peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan membina kolaborasi di 
antara para pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan 
pendidikan islam (Dewanti et al., 2022; Romdomiyah, 2023). 

Evaluasi kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan sangat penting untuk menilai 
efektivitas, relevansi, dan dampaknya, terutama dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. 
Evaluasi membantu mengidentifikasi kebutuhan siswa, meningkatkan metode pengajaran, dan 
meningkatkan standar pendidikan, sehingga memastikan bahwa kebijakan seperti Rahmatan 
Lil'alamin Lesson Profile (PPRA) dapat secara efektif membentuk karakter siswa dan memenuhi 
tuntutan pendidikan kontemporer (Filia Bunga Syahbrina et al., 2024; Shihbuddin et al., 2024). 
Namun, tantangan seperti sumber daya yang terbatas dan pemahaman guru yang tidak memadai 
menghambat keberhasilan implementasi (Shihbuddin et al., 2024). Selanjutnya, evaluasi 
proposal legislatif, seperti RUU tentang Pesantren, mengungkapkan kekurangan dalam 
perumusan kebijakan demokratis dan inklusivitas, menunjukkan perlunya penilaian 
komprehensif untuk memastikan keadilan dan keragaman dalam kebijakan Pendidikan 
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(Hutabarat, 2018). Evaluasi menyeluruh sangat penting untuk mengoptimalkan kebijakan 
pendidikan dan memastikan mereka memenuhi tujuan yang dimaksudkan (Talitha Zitha Vasthi 
et al., 2024; Usmin et al., 2022). 

Lebih lanjut, evaluasi saat ini dalam pendidikan Islam terutama menekankan metrik 
administratif dan kuantitatif, seperti tingkat kelulusan dan akreditasi kelembagaan, sering 
mengabaikan aspek kualitatif kritis seperti kualitas pembelajaran, internalisasi nilai-nilai Islam, 
dan pengembangan karakter peserta didik. Fokus pada kesuksesan formal ini dapat mengarah 
pada pemahaman yang dangkal tentang efektivitas pendidikan, karena mengabaikan tujuan 
penting membentuk individu yang mewujudkan iman, kesalehan, dan karakter mulia (Ela Fadila 
Azmi et al., 2024)(Azmi et al., 2024)]. Evaluasi komprehensif harus mencakup penilaian holistik 
terhadap pertumbuhan mental, psikologis, dan spiritual siswa, memastikan bahwa praktik 
pendidikan selaras dengan tujuan inti pendidikan Islam (Siti Kholidatur Rodiyah, 2019)(Rodiyah, 
2019). Dengan mengintegrasikan ukuran kualitatif ke dalam proses evaluasi, pendidik dapat 
lebih menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih 
dalam tentang nilai-nilai Islam dan meningkatkan pengalaman pendidikan secara keseluruhan 
(Arzi Shafaunnida, 2023; Ivanova et al., 2022). 

Kebijakan pendidikan Islam pada dasarnya bersifat holistik dan kontekstual, 
mengintegrasikan kerangka pendidikan umum dengan prinsip-prinsip Islam inti seperti keadilan 
('adl), kesejahteraan (maslahah), dan pembebasan (tahrir). Pendekatan ini menekankan 
pengembangan kapasitas intelektual dan moral, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan 
yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan etika yang kuat 
(Fatihatun Nadliroh, 2024; Uskuniyah & Ashari, 2024). Manajemen dan kepemimpinan yang 
efektif dalam lembaga pendidikan sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, karena 
mereka memastikan bahwa nilai-nilai Islam tertanam dalam semua aspek Pendidikan (Alfaniah 
& Fauji, 2024). Selain itu, proses evaluasi yang komprehensif sangat penting untuk menilai 
keselarasan metode pengajaran dengan nilai-nilai Islam, sehingga meningkatkan kualitas 
pendidikan secara keseluruhan (Ela Fadila Azmi et al., 2024). Dengan menganalisis secara kritis 
seluruh proses kebijakan, mulai dari perumusan hingga evaluasi, pemangku kepentingan dapat 
mengatasi tantangan kontemporer dengan lebih baik dan menumbuhkan generasi yang mampu 
berkontribusi positif bagi masyarakat (Arfan et al., 2024). 

Transisi ke otonomi daerah di Indonesia telah berdampak signifikan pada pendidikan 
Islam, yang mengarah pada peluang dan tantangan. Desentralisasi telah memberdayakan 
pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan, yang telah menghasilkan 
beragam implementasi pendidikan Islam di seluruh wilayah, seringkali tidak selaras dengan 
standar nasional (Ismail & Fauzi, 2022). Misalnya, sementara beberapa daerah telah 
mengembangkan peraturan lokal untuk meningkatkan pendidikan Islam, perbedaan kualitas dan 
sumber daya tetap ada, seperti yang terlihat di Kabupaten Bone Bolango, di mana lembaga 
pendidikan berjuang dengan infrastruktur yang tidak memadai dan kualitas sumber daya 
manusia yang rendah sebelum dan sesudah otonomi (Asiah T., 2017). Selain itu, kurangnya 
kerangka kerja yang kohesif telah menyebabkan hasil pendidikan yang tidak konsisten, 
menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara kebijakan lokal dan nasional (Ahmad 
Zarkasyi, 2021; Panggabean, 2020). Hal ini menyebabkan perbedaan kualitas dan arah 
pendidikan Islam antar wilayah yang cukup mencolok, memperlihatkan belum adanya 
standardisasi dan koordinasi yang solid. 

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Islam menghadapi berbagai 
tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya dan infrastruktur di lembaga-lembaga 
pendidikan. Meskipun kurikulum ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan fleksibilitas dalam 
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proses belajar-mengajar, banyak sekolah Islam, seperti Al-Ishlah Krembung dan MAN Palopo 
masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan guru yang memadai, serta 
rendahnya integrasi teknologi dalam pembelajaran (Abidin et al., 2023; Hatija et al., 2025). 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, beberapa strategi yang perlu diterapkan 
antara lain penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan pelatihan guru secara 
berkelanjutan, serta pengembangan keterampilan digital di kalangan siswa (Abdillah et al., 
2025; Solihin & Wijaya, 2024). Keberhasilan implementasi kurikulum ini juga membutuhkan 
pendekatan kolaboratif antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah agar 
tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara efektif (Loso Judijanto et al., 2024). Oleh 
karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan yang adaptif dan berbasis data lapangan, agar transisi 
menuju Kurikulum Merdeka tidak menjadi beban tambahan bagi lembaga pendidikan Islam 
(Solihin & Wijaya, 2024). 

Dengan melihat berbagai dinamika tersebut, penting dilakukan sebuah kajian mendalam 
terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memahami 
bagaimana proses formulasi dilakukan, bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat 
lapangan, serta bagaimana kebijakan dievaluasi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat 
memberikan masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan agar pendidikan Islam di Indonesia 
dapat berkembang secara lebih adil, berkualitas, dan berkelanjutan. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. 
Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis proses kebijakan pendidikan 
Islam secara mendalam, mulai dari tahap formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Penelitian 
kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, serta dinamika yang 
berkembang di balik kebijakan yang bersifat kompleks dan kontekstual. Dengan demikian, fokus 
utama bukan hanya pada "apa" yang terjadi dalam kebijakan pendidikan Islam, tetapi juga pada 
"mengapa" dan "bagaimana" kebijakan tersebut dirumuskan dan diterapkan dalam realitas sosial 
Indonesia. 

Sumber data utama dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu berupa dokumen-
dokumen resmi kebijakan pendidikan Islam seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, 
Peraturan Menteri Agama, Peraturan Pemerintah, serta dokumen kurikulum madrasah. Selain 
itu, data juga diperoleh dari laporan hasil evaluasi pendidikan Islam yang dirilis oleh 
Kementerian Agama, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), serta hasil penelitian 
terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis (analisis isi) dan 
analisis tematik, dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dalam proses 
formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan 
pemahaman yang kritis dan komprehensif terhadap dinamika kebijakan pendidikan Islam di 
Indonesia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Formulasi Kebijakan 
  Formulasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan 
melibatkan berbagai aktor, meskipun belum sepenuhnya partisipatif dan inklusif. Dalam konteks 
ini, peran utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam dipegang oleh Kementerian 
Agama Republik Indonesia (Kemenag). Kemenag memiliki otoritas formal terhadap 
penyelenggaraan pendidikan Islam, terutama madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi 
keagamaan Islam. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
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(Kemendikbudristek) juga berperan, terutama dalam integrasi kebijakan pendidikan nasional 
ke dalam sistem madrasah dan sekolah Islam terpadu. Namun, dualisme kewenangan ini kadang 
menyebabkan ketidaksinkronan kebijakan dan kesenjangan koordinasi antar lembaga. 
  Salah satu contoh konkret dari proses formulasi kebijakan adalah penyusunan dan 
pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, baik pada tingkat dasar hingga menengah. 
Kurikulum 2013 (K13) dan belakangan Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan nasional yang 
diadopsi juga oleh madrasah, namun dengan penyesuaian khusus melalui Kemenag. Proses 
penyesuaian ini sering kali tidak cukup melibatkan guru, pengawas, serta akademisi pendidikan 
Islam secara luas. Kebijakan cenderung bersifat top-down, yaitu ditentukan dari pusat dan 
disosialisasikan ke daerah tanpa ruang dialog yang cukup dengan pelaku pendidikan di tingkat 
akar rumput. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme partisipatif dalam proses perumusan 
kebijakan yang berdampak pada efektivitas penerapannya di lapangan. 
  Dalam praktiknya, proses formulasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor 
eksternal, seperti perkembangan globalisasi, tuntutan pasar kerja, serta dinamika sosial-politik 
dalam negeri. Globalisasi mendorong lahirnya kebijakan yang menekankan pada kompetensi 
abad 21, seperti penguatan literasi digital, berpikir kritis, dan kewirausahaan. Meski demikian, 
belum ada kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan 
pendekatan tersebut dalam format yang sistematis. Pendidikan Islam sering kali hanya 
ditempatkan sebagai pelengkap dari sistem nasional, bukan sebagai pendekatan pendidikan 
alternatif yang memiliki kekayaan filosofis tersendiri. 
  Selain itu, formulasi kebijakan juga dipengaruhi oleh agenda politik dan birokrasi. 
Pergantian kepemimpinan, baik di tingkat kementerian maupun pemerintahan, sering kali 
memunculkan kebijakan baru yang belum tentu berkesinambungan dengan kebijakan 
sebelumnya. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat pelaksana, 
khususnya bagi sekolah dan madrasah swasta yang lebih rentan terhadap perubahan arah 
kebijakan. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah 
dirumuskan. 
  Dari sisi dokumen kebijakan, terdapat indikasi bahwa formulasi kebijakan pendidikan 
Islam masih bersifat normatif dan deklaratif, dengan narasi yang menekankan pentingnya nilai-
nilai keislaman, akhlak mulia, dan moderasi beragama, namun tidak cukup menjabarkan 
strategi teknis untuk mencapainya. Kurangnya petunjuk teknis dan indikator keberhasilan 
dalam perumusan kebijakan ini menyebabkan kesulitan dalam tahap implementasi dan 
evaluasi. Oleh karena itu, formulasi yang bersifat lebih operasional dan kontekstual sangat 
dibutuhkan agar kebijakan pendidikan Islam tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi 
juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan. 
  Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa formulasi kebijakan pendidikan Islam di 
Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal partisipasi, konsistensi, dan substansi. Proses 
yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa 
kebijakan yang dirumuskan benar-benar relevan, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan 
pendidikan Islam di era modern. Reformulasi pendekatan kebijakan yang lebih responsif 
terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman perlu menjadi perhatian serius ke depan. 

3.2 Implementasi Kebijakan 
  Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan dinamika yang 
kompleks, karena sangat bergantung pada kesiapan lembaga pendidikan, kualitas sumber daya 
manusia, dukungan infrastruktur, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Meskipun berbagai 
kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh pemerintah pusat, kenyataannya pelaksanaan di 
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lapangan tidak selalu berjalan mulus dan seragam. Salah satu permasalahan utama adalah 
ketimpangan antara lembaga pendidikan Islam negeri dan swasta, terutama dalam hal akses 
terhadap sumber daya dan dukungan teknis. 
  Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, implementasi kebijakan pendidikan Islam 
banyak diemban oleh madrasah, baik yang dikelola pemerintah (madrasah negeri) maupun 
masyarakat (madrasah swasta). Lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak dalam 
menjalankan kurikulum dan program-program pendidikan Islam. Namun, madrasah swasta 
sering kali mengalami keterbatasan dalam hal anggaran, sarana prasarana, serta tenaga 
pendidik yang berkualitas. Hal ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam mutu 
pelaksanaan kebijakan antara satu lembaga dengan yang lain. Sebagai contoh, pelaksanaan 
Kurikulum Merdeka di madrasah negeri umumnya lebih siap karena ditopang dengan pelatihan 
guru dan pengadaan perangkat ajar yang memadai, sementara madrasah swasta masih kesulitan 
dalam mengakses sumber daya tersebut. 
  Selain madrasah, implementasi kebijakan juga menyentuh pesantren sebagai lembaga 
pendidikan Islam yang khas dan tradisional. Meski telah mendapatkan pengakuan formal melalui 
Undang-Undang Pesantren, pelaksanaan kebijakan di lingkungan pesantren masih menemui 
tantangan besar, terutama dalam penyesuaian terhadap standar pendidikan nasional. Banyak 
pesantren mempertahankan kurikulum berbasis kitab kuning dan sistem sorogan-bandongan 
yang khas, sementara kebijakan negara mendorong integrasi dengan kurikulum formal dan 
standar akreditasi. Ketegangan ini menimbulkan dilema antara menjaga otentisitas tradisi 
pesantren dan tuntutan modernisasi sistem pendidikan. 
  Implementasi di tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN, 
IAIN, dan STAIN juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun secara kelembagaan lebih 
mapan, PTKIN dihadapkan pada isu relevansi kurikulum, tuntutan publik terhadap lulusan yang 
kompetitif di pasar kerja, serta penguatan moderasi beragama di tengah keberagaman ideologi 
mahasiswa. Kebijakan pengembangan keilmuan berbasis integrasi ilmu Islam dan ilmu umum 
telah diterapkan di banyak PTKIN, namun pelaksanaannya masih berjalan bertahap dan tidak 
seragam antar institusi. 
  Faktor lain yang memengaruhi implementasi adalah kualitas dan kesiapan tenaga 
pendidik. Banyak guru agama di madrasah dan sekolah umum yang belum mendapatkan 
pelatihan memadai untuk mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang lebih 
kontekstual, interaktif, dan moderat. Program peningkatan kompetensi guru, seperti bimtek 
dan pelatihan digital, belum menjangkau secara menyeluruh dan belum bersifat berkelanjutan. 
Kurangnya pendampingan dari pemerintah menyebabkan para guru menghadapi kesulitan dalam 
menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran yang efektif. 
  Kelemahan koordinasi antar lembaga juga menjadi penghambat dalam proses 
implementasi kebijakan. Misalnya, dalam program integrasi kurikulum umum dan keislaman, 
masih terjadi tumpang tindih antara kebijakan dari Kemenag dan Kemendikbudristek. Hal ini 
menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana, terutama di sekolah Islam terpadu atau 
madrasah yang mengadopsi kurikulum ganda. Di samping itu, pengawasan dan monitoring 
terhadap pelaksanaan kebijakan masih lemah, sehingga tidak ada jaminan bahwa kebijakan 
benar-benar diterapkan sesuai dengan tujuannya. 
  Dalam konteks sosial, faktor budaya lokal, ekonomi masyarakat, dan tingkat literasi juga 
turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Di daerah terpencil, madrasah dan pesantren 
masih harus berjuang dengan tantangan keterbatasan teknologi, minimnya akses internet, dan 
rendahnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, beberapa wilayah perkotaan sudah mulai 
menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan pendidikan Islam berbasis teknologi dan 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20231111170906153
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20231111170906153
https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/6652


ISSN 3030-8917 

 

ISSN 3030-8917 

 

TASHDIQ Jurnal Kajian Agama dan Dakwah 

Vol. 14 No. 4 Tahun 2025 

Prefix doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461 

 

 

 

    

 
 
 

 

 

 

pembelajaran inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi 
oleh konteks lokal dan tidak bisa diseragamkan begitu saja. 
  Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam sangat 
ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut adaptif terhadap kondisi di lapangan, serta 
seberapa kuat komitmen dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Diperlukan 
pendekatan kebijakan yang bersifat kontekstual, fleksibel, dan berkelanjutan agar 
implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mendorong peningkatan 
mutu pendidikan Islam yang holistik. 

3.3 Evaluasi Kebijakan 
  Evaluasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini belum dilakukan secara 
menyeluruh dan sistematis. Evaluasi cenderung bersifat formalistik dan administratif, terbatas 
pada pencapaian indikator kuantitatif seperti jumlah lembaga yang terakreditasi, angka 
partisipasi pendidikan, dan jumlah lulusan. Padahal, pendidikan Islam memiliki dimensi nilai 
dan transformasi karakter yang tidak bisa diukur hanya dengan data statistik. Evaluasi kebijakan 
yang hanya berfokus pada angka tidak mampu menangkap kualitas proses pembelajaran, 
efektivitas internalisasi nilai-nilai Islam, serta dampak nyata dari kebijakan terhadap kehidupan 
peserta didik dan masyarakat secara luas. 
  Salah satu kelemahan utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam adalah 
kurangnya integrasi antara evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal yang dilakukan 
oleh satuan pendidikan sering kali tidak tersinkronisasi dengan evaluasi dari pihak eksternal 
seperti Kemenag atau lembaga akreditasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik manusia 
maupun teknologi, menjadikan evaluasi tidak dilakukan secara rutin dan mendalam. Akibatnya, 
feedback yang dihasilkan tidak cukup kuat untuk menjadi dasar perbaikan kebijakan 
selanjutnya. 
  Dalam konteks madrasah, misalnya, evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pengembangan 
karakter peserta didik belum sepenuhnya memperhatikan aspek pedagogi Islami secara holistik. 
Penilaian masih didominasi oleh hasil ujian tertulis, sementara aspek spiritualitas, akhlak, dan 
integritas belum menjadi bagian integral dari sistem evaluasi nasional. Hal ini menciptakan 
kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan Islam dan realitas penilaiannya di lapangan. 
  Evaluasi di pesantren memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu melalui penilaian 
langsung oleh kiai atau guru dalam proses belajar kitab klasik. Namun, ketika kebijakan 
pendidikan formal mulai diterapkan di pesantren, muncul kesulitan dalam mengukur efektivitas 
integrasi antara dua sistem yang berbeda. Di satu sisi, pesantren tetap mempertahankan sistem 
evaluasi tradisional berbasis praktik keilmuan Islam; di sisi lain, pemerintah mewajibkan adanya 
standar evaluasi akademik. Ketidakharmonisan ini sering membuat pesantren mengalami 
kesulitan dalam memenuhi standar formal tanpa mengorbankan tradisi mereka. 
  Di tingkat perguruan tinggi, evaluasi kebijakan lebih difokuskan pada akreditasi program 
studi dan kinerja institusi, namun belum sepenuhnya menyentuh kualitas output lulusan dalam 
hal penguasaan ilmu keislaman yang relevan dengan tantangan zaman. Meskipun terdapat 
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di setiap PTKIN, masih terdapat kelemahan dalam 
implementasi sistem evaluasi berkelanjutan dan berbasis luaran (outcome-based evaluation). 
Penekanan pada capaian administratif juga berdampak pada praktik pendidikan yang lebih 
berorientasi pada laporan daripada substansi. 
  Kebijakan-kebijakan inovatif seperti moderasi beragama dan penguatan nilai-nilai 
keislaman inklusif juga belum memiliki perangkat evaluasi yang memadai. Tidak tersedia 
indikator yang jelas untuk menilai sejauh mana nilai-nilai ini berhasil terinternalisasi dalam 
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proses pembelajaran maupun dalam perilaku keseharian peserta didik. Oleh karena itu, 
diperlukan pengembangan instrumen evaluasi yang lebih kontekstual dan multidimensi untuk 
menilai keberhasilan program-program pendidikan Islam secara lebih utuh. 
  Evaluasi yang ideal seharusnya tidak hanya menjadi sarana kontrol administratif, 
melainkan menjadi bagian dari siklus kebijakan yang reflektif dan berorientasi pada perbaikan 
berkelanjutan. Hal ini hanya bisa dicapai jika evaluasi melibatkan berbagai pihak, termasuk 
guru, siswa, orang tua, pengawas, serta masyarakat. Partisipasi multi-stakeholder dalam proses 
evaluasi akan menghasilkan pemetaan persoalan yang lebih akurat dan solusi yang lebih 
aplikatif terhadap dinamika lapangan. 
  Oleh kareana itu, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih membutuhkan 
mekanisme evaluasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan substansial. Evaluasi kebijakan 
seharusnya diarahkan pada pengukuran dampak terhadap mutu pembelajaran, penguatan nilai-
nilai Islam dalam kehidupan peserta didik, serta sejauh mana kebijakan tersebut menjawab 
tantangan globalisasi dan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Dengan pendekatan evaluasi 
yang lebih holistik, kebijakan pendidikan Islam dapat diarahkan secara lebih efektif menuju 
cita-cita pendidikan yang bermakna dan transformatif. 

 KESIMPULAN 
  Analisis terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa proses 
formulasi, implementasi, dan evaluasi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan 
substansial. Formulasi kebijakan umumnya bersifat top-down dan kurang melibatkan pemangku 
kepentingan secara luas, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya 
mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, kebijakan masih dominan bersifat 
normatif dan belum dilengkapi dengan strategi teknis yang operasional dan aplikatif. 
  Dalam tahap implementasi, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh disparitas 
antar lembaga pendidikan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun 
dukungan kebijakan yang memadai. Kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta 
antara pesantren tradisional dan lembaga formal, memperlihatkan belum optimalnya sinergi 
dan pemerataan akses dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Tantangan lainnya juga 
mencakup kesiapan tenaga pendidik, lemahnya koordinasi antar kementerian, dan ketimpangan 
geografis. 
  Sementara itu, evaluasi kebijakan masih bersifat administratif dan belum menyentuh 
aspek kualitatif secara mendalam. Belum adanya indikator yang komprehensif untuk menilai 
nilai-nilai transformatif dalam pendidikan Islam, seperti akhlak, spiritualitas, dan penguatan 
moderasi beragama, menjadikan proses evaluasi kurang efektif sebagai alat refleksi kebijakan. 
Evaluasi juga belum terintegrasi dalam satu sistem yang kolaboratif dan berorientasi pada 
perbaikan berkelanjutan. 
  Dengan demikian, dibutuhkan reformasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih 
partisipatif, kontekstual, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Formulasi kebijakan perlu 
membuka ruang dialog antara pemerintah, pendidik, akademisi, dan masyarakat. Implementasi 
harus ditopang oleh dukungan sumber daya dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara 
merata, sementara evaluasi perlu dikembangkan secara holistik agar mampu menjadi dasar 
pembelajaran dan inovasi kebijakan. Hanya dengan pendekatan yang integratif dan reflektif, 
pendidikan Islam di Indonesia dapat tumbuh sebagai sistem pendidikan yang unggul, moderat, 
dan relevan dengan kebutuhan umat dan bangsa. 
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